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MENGENAI KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I   
UNTUK  MEMBELI BARANG BERGERAK 
DALAM LELANG NON EKSEKUSI 
 
ABSTRAK 
Penelitian hokum ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang adanya 
ketidaksinkronan/ketidaksesuaian ketentuan mengenai lelang dari beberapa produk hukum di 
Indonesia. Ketidaksinkronan/ketidak sesuaian dimaksud adalah adanya ketidaksesuaian antara 
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelangdengan Peraturan Lelang (VenduReglement, Ordonantie 28 
Februari 1908  Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Staatsblad 1941:3) (selanjutnya disebut Vendu Reglement) hal mana Peraturan Menteri 
Keuangan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Vendu Reglement. 
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan 
(empiris). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui wawan cara dengan narasumber.  Data  sekunder diperoleh dengan cara 
penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang 
diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 
1. Ketidaksinkronan/ketidaksesuaian antara VenduReglement dan VenduInstructie dan aturan 
pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 27/PMK.06/2016 tanggal 19 
Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terkait dengan kewenangan Pejabat Lelang 
Kelas I untuk membeli barang bergerak dalam lelang non eksekusi yang dipimpinnya diantaranya 
disebabkan oleh pertimbangan Menteri Keuangan selaku regulator aturan bahwa dalam rangka 
meningkatkan pelayanan lelang, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, 
transparan, akuntabel, adil dan menjamin kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk melakukan 
penyempurnaan ketentuan mengenai lelang.  
2. Ketentuan yang menimbulkan multi tafsir sebenarnya juga mengakibatkan konsekuensi 
hukum bagi pelaksanaan lelang dimaksud. Hal ini mengingat belum ada ketentuan baku dan 
seragam yang mengatur kewenangan Pejabat Lelang untuk membeli barang bergerak dalam 
lelang non eksekusi yang dipimpinnya. Selain itu, tidak ada sanksi yang tegas terhadap 
Pejabat Lelang yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pendapatnya 
berdasarkan berbagai pertimbangan. 
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SYNCRONIZATION REGULATION  
OF THE FINANCE MINISTER OF INDONESIAN REPUBLIC 
No.27/PMK.06/2016 with VENDU Reglement 
Related with the Authority of AUCTION OFFICIALS CLASS I 
TO PURCHASE MOVING GOODS  
OF NON EXECUTION AUCTION 
 
 
ABSTRACT 
 
This Legal study is intended to explain the existence of discrepancies / non-compliance 
provisions regarding the auction of some legal products in Indonesia. Unsynchronicity / non-compliance 
in question is the discrepancy between the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016, 
February 19, 2016 on Implementation Guidelines Auction with the Auction Regulation (Reglement 
Vendu, February 28, 1908 Ordinance Statute 1908: 189 as amended by the 1941 Statute: 3) (hereinafter 
referred Vendu Reglement) where things Regulation of the Minister of Finance is an implementation 
manual Vendu Reglement. 
 
This study is normative juridical equipped with field research (empirical). The data used in this 
study are primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews with sources. 
Secondary data obtained by a search of legal materials that are primary, secondary and tertiary. Overall 
the data obtained and analyzed qualitatively. 
 
The results showed that: 
1. unsynchronicity / mismatch between Vendu Reglement and Vendu Instruction and the rules of 
procedure that the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 dated February 19, 2016 
on technical directives related to the authority Auction Auction Officer Class I to buy goods is 
engaged in non auctions execution that led them due consideration of the Finance Minister as 
regulator rules that in order to improve service in the auction and the auction realize a more 
efficient, effective, transparent, accountable, equitable and ensure legal certainty, it is necessary to 
make improvements provisions regarding the auction. 
2. The provisions will deliver to multiple interpretations that isactually also lead to legal 
consequences for the auction in question. This is because there is no standardized and uniform 
provisions governing authority Auction officials to buy goods moving in the non execution auction 
lead. In addition, there is no strict sanctions against the auction official duties and functions in 
accordance with the opinion based on various considerations. 
 
Keywords: unsynchronicity, authority of Auction officials Class I, the standardizing 
 provisions 
 
 
 
 
